
GUBERNUR SULAWESI UTARA 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA 

NOMOR 52 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

PROVINSISULAWESIUTARA 

TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI UTARA, 

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 1 1  Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan 
Peraturan Gubemur Sulawesi Utara tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut 
dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah tahun anggaran 2019. 

ten tang 2004 

I. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Jo. Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara Jain Pembentukan Propinsi 
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara; 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan; 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme; 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

Mengingat 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah; 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum; 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan; 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem [nformasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Jnformasi Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah kepada Derah; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah; 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20[ 7 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 
21 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 
Tabun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 
Tabun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Sulawesi Utara Tabun Anggaran 2019; 

26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 
Tabun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tabun Anggaran 

2019; 
27. Peraturan Gubemur Sulawesi Utara Nomor 32 Tabun 2018 

ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan den 
Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tabun 

Anggaran 2019; 
28. Peraturan Gubemur Sulawesi Utara Nomor 39 Tabun 2019 

tentang Penjabaran Perubaban Angga.ran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tabun Anggaran 2019. 

IIIEMOTOSKAII: 

Menetapkan : PERATORAJI GUBERinJR TENTAliG PENJABARAN 
PERTAliGGUNGJAWABAN PELAKSAliAAN ANGGARAN 
PEl'II>APATAli DAii BELANJA DAERAH PROVIl'ISI SOLAWESI 
OTARA TAHUN AliGGARAN 2019 

Puall 

Laporan Realisasi Anggaran Tabun Anggaran 2019 terdiri ates : 

a. Pendapatan 
I) Pendapatan Asli Daerah 
2) Dana Perimbangan 
3) Lain-lain Pendapatan 

Daerah Yang Sab 
Jumlah Pendapatan 

Rp 1.286.069.364.575,67 
Rp 2.605.769.430.045,00 

Rp 48.386.602.200.oo 
Rp 3.940,225.396.820,67 

b. Belanja 
1) Belanja Tidak Langsung 

a) Belanja Pegawai Rp 1.244.852.180.930,00 
b) Belanja Sunga Rp 4.000.000.000,00 
c) Belanja Subsidi Rp 3.045.000.000,00 
d) Belanja Hibah Rp 455.361.812.000,00 
e) Belanja Bantuan Sosial Rp 3.700.000.000,00 
ij Belanja Bagi Hasil Rp 479.462.760.646,00 
g) Belanja Bantuan 

Keuangan Rp 2.230.265.600,00 
h) Belanja Tidak Terduga .,R.,.Dc._ _ _.:,;40,.,0.., . .,,_ooo,,,,_, . .,,_00,cO..,,,,,.oo 
Jumlllh Belanja Tidal< 

Langsung Rp 2,193.052.019,176,00 



2) Belanja Langsung 
a) Belanja Pegawai 
b) Belanja Barang 

danJasa 
c) Belanja Modal 
Jumlah Belanja 
Langsung 
Jumlah Belanja 
Surplus I (Defislt) 

4 

Rp 5.394.944.098,00 

Rp l.059.680.390.968,00 
Rp 898.366.937.288,00 

Rp 1.963.442.272.354,00 
Rp 4.156.494.291.530,00 
Rp (216.268.894. 709,33) 

c. Pembiayaan Daerah 
I) Penerimeen Daerah Rp 432.266.594.686,71 
2) Pengeluaran Daerah ,R,.p,.__...2.,.0,_,.0"'0"'0"'.00"""0"-.0"'0"'0"'.""'00 

Jumlah Pemblayaan Netto Rp 412.266.594.686,71 
Slaa Leblh Pemblayaan 
Angann Tahun Berkenaan Rp 195.997.699.977.38 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebegaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebegaimana dimaksud 
dalam Pasal l dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan 
realisasi anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan ini. 

Pasal 5 

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Hibah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal l tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan ini. 

Pasa1 6  

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebegaimana 
dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran IV Peraturan 
ini. 

Pasal 7 

Lampiran sebagaimana dimaksud daJam Pasal 2. Pasal 4. Pasal 5 

dan Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan ini. 
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Pasal 8 

Peraturan Oubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar set..iap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

Ditetapkan di Manado 
Pada tanggal 1 2  Agustus 2020 

GUBERNUR SULAWESI UTARA, 

OLLY DONDOKAMBEY 

Diundangkan di Manado 
pada tanggal 1 2 Agustus 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINS! SULAWESI UTARA 

2020 

BERITA AERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR . . . .  �! . . . . .  


